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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota
Bontang Tahun 2022 dapat selesai tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Bontang Tahun 2022 ini merupakan laporan tahun pertama dari
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Bontang
berpedoman pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut
didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja secara substantif
merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam rangka
mewujudkan tujuan, misi dan visi dari Pemerintah Kota Bontang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Tahun 2022 memberikan
gambaran mengenai tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-
indikator yang ditetapkan, sehingga diharapkan penyajian (LK|IP) ini dapat menjadi
bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar program dan kegiatan di tahun

berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.




Kami menyadari bahwa dalam (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan. Oleh

karena itu, kami mengharapkan masukan demi kesempuranaan laporan kami pada

waktu mendatang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita

bersama.

Bontang, 7 Maret 2023
Kepala,

NIP. 19742251993031002




IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap Instansi Pemerintah berkewajiaban untuk menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan
kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja insansi
pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian
tujuan dan sasaran instansi Pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan
harus mempertanggung-jawabkan dan menjelaskan keberhasilan serta kegagalan
kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian
dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP).

Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Bontang menetapkan 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran, 2 (dua) indikator sasaran
yang didukung oleh 3 program. Dimana 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Sistem
Merit menjadi indikator utama yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendukung
visi dan misi Kepala Daerah dan terdapat 1 (satu) indikator sasaran yaitu Nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat sebagai indikator penunjang.

Adapun hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 atas LKJiP Tahun 2021 Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang memperoleh
nilai 82,49 (A) dengan kategori memuaskan, mengalami peningkatan nilai dari tahun
sebelumnya dimana berdasakan Evaluasi SAKIP 2021 atas LKJiP Tahun 2020
memperoleh nilai 77,72 (BB).

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Bontang yang diperjanjikan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No Sasaran Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian
Kinerja
1 |Terwujudnya Tata Kelola Indeks Sistem |Indeks 0,61 0,65 106,56%

Manajaemen ASN yang efektif, [Merit
efisien, transparan dan akuntabel




Berdasarkan hasil pengukuran secara mandiri dan telah dilakukan evaluasi
oleh Komisi Aparatur Negara (KASN) capaian kinerja BKPSDM Tahun 2022 lebih
tinggi dari target yang dibuat pada awal tahun yakni sebesar 106,56% dari target
Indeks Sistem Merit sebesar 0,61 dengan realisasi 0,65 hal ini dikarenakan data
dukung pada aspek penilaian Indeks Sistem Merit telah dipenuhi serta adanya
komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah
Kota Bontang.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggarana sistem pemerintahan yang baik merupakan hal yang
wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui alat pertanggunjawaban secara periodic.

Pertanggungjawaban secara periodic ini dituangkan dalam Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Disusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJiP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur dalam kurun waktu tahun
anggaran 2022 kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Mampu mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia di Kota bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
secara professional, didasarkan pada peraturan perundang-undangan
serta dapat dipertanggungjawabkan kepada public.

3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan
upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kinerja.

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peaturan Walikota Bontang Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1. Stuktur Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Bontang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang

1



kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi wewenang daerah

dengan susunan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KEPALA BADAN

UPTD

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

BIDANG

PENGADAAN, MUTASI DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

KELOMPOK JF DAN PELAKSANA

2. Tugas Pokok dan Fungsi

BIDANG

PENILAIAN KINERJA,

PENGHARGAAN, DOKUMENTASI, [~

INFORMASI DAN FASILITASI
PROFESI ASN

KELOMPOK JF DAN PELAKSANA

|| KELOMPOK JF DAN

PELAKSANA

Salinan sesuai dengan as

SF‘ uﬂ:’,?“‘»\'l‘ DAERAH KOTA

oA BAGIAN HIIKI]

nya
BONTANG

N8

’ SEKRETARIA
DAERAH

9 M ifad Syaifullah, SH, M.Si
1P 197404112000031001

WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

dipimpin

oleh Kepala Badan

Manusia adalah sebagai berikut :

yang berkedudukan di

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

perundang-undangan agar program berjalan dengan lancer;

2. Menyusun sasaran program dan Kkegiatan di

bawah dan

Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

1. Merumuskan kebijakan di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan

lingkungan Badan

berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan program

dalam rangka pencapaian outcome organisasi;

2



3. Mengendalikan pelaksanaan program berdasarkan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mencapai sasaran program rencana strategis;

4. Mengoordinasikan sasaran program berdasarkan rencana strategis agar

berjalan lancar;

5. Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Badan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan

untuk penegakan disiplin pegawai;

6. Mengarahkan jalannya program berdasarkan perencanaan dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi;

7. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang

program organisasi;

8. Menyelenggarakan urusan pengadaan, mutasi dan pengembangan sumber
daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian dan kompetensi pegawai
ASN;

9. Menyelenggarakan urusan penilaian kinerja, penghargaaan, dokumentasi,
informasi dan fasilitasi profesi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk meningkatkankinerja pegawai dan pelayanan

informasi bagi pegawai ASN;

10.Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Badan berdasarkan rencana

strategis sebagai bahan laporan kinerja instansi pemerintah;

11.Menyusun laporan kinerja Badan berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka

penguattan akuntabilitas kinerja; dan

12.Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

adalah sebagai berikut:



1. Perencanaan Program Badan;
Pengendalian dan Pengoordinasian pelaksanaan program Badan;

3. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan Pemerintahan
bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;

4. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;

5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;

6. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

7. Pengevaluasian dan pelaporan kinerja Badan; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Badan.

C. Sumber Daya
Sumber daya yang terdapat pada Badan Kepegawaian dan Sumber
Daya Manusia Tahun 2022 adalah berupa sumber daya manusia, sarana dan
prasarana (aset) serta anggaran.
1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci yang berpengaruh
langsung terhadap kinerja organisasi untuk mencapai keberhasilan. Dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya jumlah Pegawai di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang
Tahun 2022 tercatat sebanyak 51 orang. Adapun jumlah ASN adalah
sebesar 45 orang selain itu juga tercatat jumlah Tenaga Kontrak Daerah
(TKD) sebanyak 6 orang.
Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Bontang berdasarkan, tingkat Pendidikan dan berdasarkan

golongan adalah sebagai berikut:



Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

1 |SD/Sederajat - - - - -
2 |SLTP/Sederajat - - - - -
3 |SLTA/Sederajat 4 2 2 1 9
4 [Diploma I/11/11I 7 4 - - 11
5 [SI/DIV 6 17 1 2 26
6 |S2 4 1 - - 5
7 |S3 - - - - -
Jumlah 21 24 3 3 51
Grafik 1.1.

Komponen Pegawai Berdasarkan Pendidikan

S e

= SD/Sederajat = SLTP/Sederajat = SLTA/Sederajat = Diploma I/11/Ill
= S|/DIV = S2 = S3



Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

1 Golongan IV /c 1 - 1
2 Golongan IV/b 1 - 1
3 Golongan IV/a 2 1 3
4 Golongan ll1/d 2 7 9
5 Golongan lll/c 1 1 2
6 Golongan Ill/b 4 5 9
7 Golongan Ill/a 2 6 8
8 Golongan Il1/d 3 1 4
9 Golongan ll/c 5 2 7
10 Golongan Il/a - 1 1

Jumlah 21 24 45

Grafik 1.2

Komponen Pegawai Berdasarkan Golongan

°7%
J 20%

= Golongan IV/c = Golongan IV/b = Golongan IV/a = Golongan lll/d

= Golongan lll/c = Golongan lll/b = Golongan Ill/a = Golongan II/d

= Golongan ll/c = Golonganll/a

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai
secara kualitas dan kuantitas diperlukan sebagai unsur pendukung bagi
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sarana dan Prasarana tersebut
meliputi bangunan Gedung kantor, mebelair, alat komunikasi, alat
transportasi, computer dan lain-lain. Berikut adalah total aset yang dimiliki
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk

mendukung sarana prasarana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.3
Neraca

PEMERINTAH KOTA BONTANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

106 289 078 00 AT 08T 987 00f
AT ORT

NERACA
Untux Tahwun yang Berakhir sampas dengan 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021
(DA S|
No Uraims 2022 202
T JABET
2 ASET LANCAR
3 Kas 3 Bendatars Pengeiuarsn .00 0 oof
- Kas 3 Beerctatars Penenmmee 0.00| 0 00
E] Pratang Paat © 00 000
L] Pratang Fertus © .00 0 .00
T Pratacg Hasd Py ® Daerat yang Do © 00 0 00}
L] Pratang Lan e PAD yasg San © 00| 0.0}
L] Paryshan Prutang ©.00) 0 00
10 Bolangs Dbays O Muba © oo 000y
n Bagan Lancar Tagman Perpaaran Angseran © 00} 000/
12 Baguan Lancar Turtitas Gart) foug ©.00) 0004
13 Pateng Laroys 0 ooj 0.004
14 Parywhan Prteng Larmrps © 00 0.00)
Persedaan

PP PePO

ASET TETAF
Tanah
Perlatan dan Mesn
Geaung dan Banguran
Sakar Ngaw den larngen
Aset Tetap Lanmya

Anrrasias Ferpusatan
Jumieh Aset Tetap)

ASET LANNYA
Taginan Perjcwan Angeerar
Turtiter Garti Kursgan Dasrah

Anet Tas Dorwepss 32 Ton ngs 2 160851 074

Ancareatan Ao Aset Tae Berwepas 11 808 S84 840 (rar3serora

Aset Land s 433t 250 4258 250

Aarriah Aset Lainiya) 460 455 275 491 841250,

TOTAL SELURLUS ASET 7 445 549 51 2319020 aas

M EWASEAN
EWANBAN JANGHA PENDEX

Ltang Pastusgas Pk Keoge (PFK) 000} ©.00)
Pensucetas Demrens Osmaes .90 <.00)
Ltang Betanya 397 141 367 00| IS0 4aa 801 00)

S2882 2802 ¥ pougs sttt YUY B YBURBIREN YEZasas

Ebutes
R PPeD

1,858 578 190,00/
0.00|

JUMLAM KEWASBAN DAN EXLITAS DANA




. Anggaran
Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang
Tahun 2022 berasal dari Anggaran Belanja Daerah Perubahan sebesar
Rp. 17.548.176.537,00. Adapun ringkasan anggaran Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 1.4
Ringkasan Anggaran BKPSDM

Uraian Jumlah

Belanja Daerah

Belanja Operasi Rp16.688.247.200,00
Belanja Pegawai Rp8.258.038.534,00
Belanja Barang dan Jasa Rp8.430.208.674,00
Belanja Modal Rp859.929.329,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp759.929.329,00
Belanja Modal Aset Lainnya Rp100.000.000,00
Jumlah Rp17.548.176.529,00

Rincian program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Bontang adalah sebagai berikut:



Tabel 1.5
Rincian Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang

No Prog /! Pagu Dana Prubat
1 2 Rp3,00
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah /kota Rp11.415.523.790,00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp3.800.000,00
1 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp3.800.000,00
Admini i Keuangan Perangkat Daerah Rp8.224.348.534,00
2 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp8.224.348.534,00
Admini: i K ian Perangkat Daerah Rp702.117.050,00
3 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya Rp199.434.550,00
4 |Pendidikan dan Pelatihan Pegaqgai berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp382.700.000,00
5 |Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp119.982.500,00
Ad i Umum P gkat Daerah Rp973.591.759,00
6 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp92.732.468,00
7 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp49.150.990,00
8 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp199.433.801,00
9 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp632.274.500,00
Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp758.444.203,00
10 [Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp756.855.125,00
11 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp1.589.078,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp321.560.642,00
12 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp11.252.286,00
13 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp69.000.000,00
14 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp241.308.356,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Per j Urusan Pemerintahan Daerah Rp431.661.602,00
15 [Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp284.259.900,00
Operasional atau Lapangan
16 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp144.761.702,00
17 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp2.640.000,00
Program K ian Daerah Rp2.034.186.697,00
P, i Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Rp461.009.197,00
18 |Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan Rp1.050.000,00
ASN
19 |Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Rp274.329.197,00
20 |Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Rp67.660.000,00
21 |Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Rp55.560.000,00
22 |Pengelolaan Data Kepegawaian Rp62.410.000,00
Mutasi dan Promosi ASN Rp683.525.000,00
23 |[Pengelolaan Mutasi ASN Rp10.400.000,00
24 |Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Rp230.755.000,00
25 [Pengelolaan Promosi ASN Rp442.370.000,00
P b Komp 1si ASN Rp439.690.000,00
26 |Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Rp339.860.000,00
27 |Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Rp99.830.000,00
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp449.962.500,00
28 |Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Rp80.160.000,00
29 |Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Rp269.390.000,00
30 [Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Rp45.250.000,00
31 |Pembinaan Disiplin ASN Rp8.100.000,00
32 |Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Rp47.062.500,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp4.098.466.050,00
P k Komp 1si Teknis Rp1.954.580.050,00
33 [Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Rp1.954.580.050,00
Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang
dan Urusan Pemerintahan Umum
Sertifikasi, Kelemb 1, P b 1 Komp i Manajerial dan Fungsional Rp2.143.886.000,00
34 |Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rp2.143.886.000,00
Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,
Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan TInggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Jumlah Rp17.548.176.537,00

Alokasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis Anggaran Persen
1 [Meningkatnya Profesionalitas ASN Rp 6.132.652.747,00 35%
2 |Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Rp 11.415.523.790,00 65%

Jumlah Rp 17.548.176.537,00 100%




D.

ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia yang pertama yaitu mencakup tata Kelola manajemen ASN yang

efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif. Terkait dengan isu

strategis tersebut bahwa permasalahannya adalah sebagai berikut:

1.

Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan
kompetensi setiap tahunnya serta ASN mengikuti pengembangan
kompetensi dibawah 20 JP setiap tahun.

Masih adanya ASN yang belum mengetahui tentang cara peningkatan
kualifikasi pendidikannya serta rendahnya minat ASN untuk

meningkatkan kualifikasi Pendidikan

3. Belum optimalnya kedisiplinan ASN

4. Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kinerja ASN

5. Jumlah ASN yang diangkat menjadi ASN Pemerintah Kota Bontang

lebih sedikit dibangdingkan dengan pegawai yang mutasi keluar dan
pensiun serta penempatan pegawai masih ada yang tidak sesuai

dengan kompetensi yang dimiliki dengan jabatan yang diampu

Isu strategis kedua yaitu peningkatan kinerja tugas dan fungsi perangkat

daerah, Adapun terkait dengan isu tersebut bahwa permasalahan adalah

sebagai berikut:

1.

Masih adanya pegawai yang kesulitan mendapatkan informasi terkait

pelayanan kepegawaian
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan
yang baik, maka perlu adanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis
merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan
oleh organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Rencana Strategis menjadi
acuan atas apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah turunan dari
dokumen perencanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Visi Kota dan Wakil Kota Bontang terpilih sebagaimana tercantum dalam
RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Kota Bontang
yang Lebih Hebat dan Beradab”. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga)
misi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Kota Bontang yang harmoni melalui pemantapan dan sinergi dan kolaborasi
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan

2. Kota Bontang berkelanjuta layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan
melalui pemantapan ekonomi, social dan budaya dan infrastruktur serta
pelestarian lingkungan hidup

3. Kota Bontang berkelanjutan, layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan
melalui pemantapan ekonomi, social, budaya dan infrastruktur serta
pelestarian lingkungan hidup

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan penunjang
yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Bontang, maka fungsi dan tugas Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang yaitu terkait dengan Misi 1
“‘Kota Bontang yang harmoni melalui pemantapan dan sinergi dan kolaborasi
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan”. Rumusan tujuan

dan sasaran dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
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Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 untuk mendukung pencapaian Misi 1
dimaksud dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka

Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2021-2026

1. |Meningkatnya |Indeks Sistem Merit |Terwujudnya tata kelola [Indeks Sistem Merit 0,6 0,61 0,63 0,66 0,67 0,7
Profesionalitas manajemen ASN yang
ASN efektif, efisien,

transparan, dan
akuntabel

2. |Meningkatnya |Indeks Kepuasan Meningkatnya kinerja Indeks Kepuasan n/a 84 85 86 87 89
Kinerja Masyarakat tugas dan fungsi Masyarakat
Perangkat Perangkat Daerah  |perangkat daerah Perangkat Daerah

Daerah

Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran
perangkat daerah. Penentuan strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Bontang berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai
berikut ini:

Tabel 2.2
Keterkaitan Sasaran dengan Strategi Perangkat Daerah Periode 2021-2026

1 |Meningkatnya Terwujudnya tata kelola Penerapan tata kelola
Profesionalitas ASN manajemen ASN yang efektif, |manajemen ASN melalui
efisien, transparan, dan sistem merit
akuntabel
2 |Meningkatnya Kinerja |Meningkatnya kinerja tugas |Pemenuhan penunjang
Perangkat Daerah dan fungsi perangkat daerah [fasilitas layanan dan
perkantoran

Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis tahun 2022 Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang didukung
oleh 3 program yang terdiri dari 2 program utama dan 1 program penunjang terdiri
dari 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan
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Tabel 2.3

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Meningkatnya
Profesionalitas ASN

Terwujudnya tata kelola
manajemen ASN yang
efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel

Indeks Merit

Indeks

Program Kepegawaian
Daerah

Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan
Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan
Pengadaan ASN

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan
PPPK

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Pengelolaan Data Kepegawaian

Mutasi dan Promosi ASN

Pengelolaan Mutasi ASN

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Pengelolaan Promosi ASN

Pengembangan Kompetensi ASN

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi
Pegawai

Pembinaan Disiplin ASN

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran
Disiplin ASN

Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pengembangan Kompetensi Teknis

Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis umum, Inti dan pilihan
bagi jabatan Administrasi Penyelenggara
urusan pemerintahan konkuren, perangkat
daerah penunjang dan urusan pemerintahan
umum

Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan dan Kerjasama, serta
Pengembangan Kompetensi Pimpinan
Daerah, JPT, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Meningkatnya Kinerja
Perangkat Daerah

Meningkatnya Kinerja Tugas
dan Fungsi Perangkat
Daerah

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Perangkat
Daerah

Nilai

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
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B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Bontang tahun 2022
harus sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra
BKPSDM Kota Bontang periode 2021-2026. Sasaran dan indikator di dalam
renstra yang merupakan indikator utama ditetapkan dalam Surat Keputusan
Kepala BKPSDM Kota Bontang ~ No. 439 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Bontang Tahun 2022-2026 Tanggal 3 Januari 2022. Dapat dilihat pada

tabel dibawabh ini:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang
Tahun 2021-2026

Kinerja Utama/

No. Outcome/ Kirllle“rijlak:ltt: rma Penjelasan/Form Perhitungan Sumber Data PE':’:';E::"Q
Tujuan/Sasaran
1. | Terwujudnya  Tata | Indeks Aspek penilaian mandiri dan verifikasi hasil penilaian mandiri | Hasil Evaluasi | Bidang
Kelola Manajemen | Sistem Merit | mempunyai bobot sebagai berikut: Penilaian Pengadaan,
ASN yang Efektif, a. Perencanaankebutuhansebesar 10% Mandiri Sistem | Mutasi dan
Efisien, transparan o Merit dalam | Pengembangan
dan Akuntabel P b. Pengadaansebesar? 10% Manajemen SDNE|J ¢
¢. Pengembangankariersebesar 30% ASN oleh
d. Promosi dan mutase sebesar 10% Komisi
e. Manajemenkinerjasebesar 20% Aparatur  Sipil
f. Penggajian, penghargaan dan disiplinsebesar 10% Negara
g. Pelindungan dan pelayanansebesar 4%
h. Sisteminformasisebesar 6%

Penilaian terhadap setiap indikator dilakukan secara kualitatif dan

kuantitatif berdasarkan deskripsi sebagai berikut:

a. Sangat baik dengan skor 4 apabila semua elemen yang diukur
lengkap dan memenuhi ketentuan;

b. Baik dengan skor 3 apabila semuaelemen yang diukur cukup
lengkap namun ada elemen yang belum memenuhi ketentuan;

c. Kurang dengan skor 2 apabila elemen yang diukur kurang lengkap;

d. Buruk dengan skor 1 apabila hampir semua elemen yang diukur
belum tersedia.
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C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 2022 mengacu pada dokumen
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun
2021-2026, penetapan IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Bontang Tahun 2021-2026 Nomor 439 Tahun 2022, dan dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dapat dilihat pada tabel di bawabh ini:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang

Tahun 2022
[ NO. __SASARAN STRATEGIS |  INDIKATOR KINERJA | TARGET |
m [ ) i O @
1 Terwujudnya tata kelola manajemen ‘ Indeks sistem merit ) 0,61
ASN yang efektif, efisien, transparan dan | ‘ ,
akuntabel ‘ ‘ J
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :Rp 9.181.905.985,00 APBD
Kabupaten/Kota
2 Kepegawaian Daerah :Rp 2.386.234.500,00 APBD
3 Pengembangan Sumber Daya Manusia :Rp 4.177.857.000,00 APBD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang

TOTAL

Tabel

Rp 15.745.997.485,00

2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja

NO. ' SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA | TARGET
(1) S (3 (4)
i Terwujudnya tata kelola manajemen Indeks sistem merit 0,61
ASN yang efektif, efisien, transparan dan
B akuntabel |
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :Rp 11.415.523.790,00 APBDP
Kabupaten/Kota
2 Kepegawaian Daerah :Rp 2.034.186.697,00 APBDP
3 Pengembangan Sumber Daya Manusia :Rp 4.098.466.050,00 APBDP
TOTAL Rp 17.548.176.537,00
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima  pelaporan  akuntabilitas/pemberi amanah.
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Tahun 2022

Pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Bontang telah melakukan evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun sebelumnya
(2021). Sesuai LHE Nomor 700/1169/ITDA.03 Tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan
evaluasi tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Bontang memperoleh nilai 82,49 (A) dengan kategori memuaskan.
Adapun hasil evaluasi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:
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Tabel 3.1

Rekomensi dan Tindak Lanjut LHE SAKIP

TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAGNAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG

No Rekomendasi Rencana Aksi Tindak Lanjut
1 2 3
A. |Perencanaan Kinerja
1. |Memasukkan Reformasi Birokrasi dalam dokumen Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 3/2023 tentang

Perencanaan Kinerja

Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB No. 25/2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa penilaian RB
hanya dilakukan pada tingkat PEMDA tidak pada tingkat Perangkat
Daerah.

2. |Dalam Menyusun Tujuan, Sasaran serta Indikator dalam Tujuan, Sasaran dan Indikator dalam dokumen Perencanaan Kinerja
dokumen Perencanaan Kinerja agar memenubhi kriteria telah memenubhi kriteria SMART dan dalam penyusunannya telah
SMART melalui coaching mentoring dari Bapelitbang

3. |Dalam menyusun dokumen perencanaan agar dapat Bahasa indikator menyesuaikan dengan bahasa dalam Kepmen
menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang |Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang kodefikasi dan nomenklatur
perlu dicapai daerah

4. |Agar perencanaan kinerja dapat memberikan informasi Perencanaan kinerja telah tersusun diawal tahun dituangkan dalam
tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan Rencana Kerja dan Cascading yang memberikan informasi dengan
aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang menjabarkan dan menyelaraskan sasaran strategis, IKU, target IKU
berkaitan (Croscutting) secara vertical dan memperhatikan tugas dan tanggungjawab dari

setiap jabatan

5. |Agar dalam merumuskan target dalam perencanaan kinerja [Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen
dapat dicapai, menantang, dan realistis Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 870/B-

BH.02.01/SD/C/2022 tanggal 13 Januari 2022 Perihal Pengukuran
Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 yang tertuang bahwa
capaian Indeks Profesionalitas ASN sementara Tahun 2021 dengan
metode pengukuran SAPK diperoleh sebesar 33,77 (kategori sangat
rendah). Berdasarkan surat tersebut pada angka 2 ¢ dapat dipahami
bahwa Pemerintah Kota/Kab dapat melakukan pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN 2021 secara mandiri dengan membuat laporan
dan surat pernyataan telah melakukan pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN. Dengan Pengukuran secara mandiri tersebut
Pemerintah Kota Bontang memperoleh nilai capaian sebesar 71,59
dari target sebesar 75. Sehingga perbedaan dari 2 nilai pengukuran
tersebut dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian target untuk
mengantisipasi apabila BKN menggunakan kembali IP-JASN.go.id
sebagai satu satunya alat ukur penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

B. |Pengukuran Kinerja

1. |Menyusun mekanisme/SOP pengumpulan data kinerja yang |Mekanisme/SOP pengumpulan data kinerja telah disusun dengan
dapat diandalkan, yaitu dengan menambahkan alur untuk |[menambahkan alur untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan
mengantisipasi jika terjadi kesalahan

2. |Agar pengukuran kinerja yang dilakukan mampu memberi  [Pengukuran Kinerja dengan hasil pencapaian target secara otomatis
pengaruh yang nyata dalam penyesuaian strategi dalam memberikan pengaruh terhadap masing-masing jabatan untuk
mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai |melakukan evalusi terhadap hasil dari pencapaian target tersebut
kinerja, penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja melalui rapat dengan pimpinan untuk menetapkan strategi,

kebijakan dan penyesuaian anggaran dalam mencapai target
kinerja.

C. |Pelaporan Kinerja

1. |Agarinformasi dalam Laporan Kinerja dapat Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya
memperngaruhi perubahan budaya kinerja organisasi kinerja organisasi dengan dilakukannya asistensi, monitoring dan

evaluasi capaian per bulan.

2. |Agarinformasi dalam Laporan Kinerja berkala digunakan
dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja

D. [Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. |Melakukan tindak lanjut dari hasil Evaluasi Program dalam |Evaluasi program biasa dilaksanakan oleh pimpinan melalui arahaan

bentuk langkah-langkah nyata, serta lebih optimal dalam
pencapaian target yang disusun.

arahan terkait kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan yang
selanjutnya ditindaklanjuti oleh bidang masing-masing sesuai
dengan arahan.
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B. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama BKPSDM Kota Bontang tahun

2022 sekaligus yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022

menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3

2

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

efisien, transparan dan akuntabel

No Sasaran Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian
Kinerja
1 |Terwujudnya Tata Kelola Indeks Sistem |Indeks 0,61 0,65 106,56%
Manajaemen ASN yang efektif, |Merit

Rumus Indeks Sistem Merit:
=Nilai Sistem Merit / Batas Ideal
=265/410

=0,65

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang

ditetapkan realisasinya.

Pengukuran

kinerja

Badan

Kepegawaian

Pengembangan Sumber Daya Manusia per triwulan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2022

dan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Triwulan Target | Realisasi | Capaian
Tahunan (%)
1 | Meningkatnya Profesionalitas ASN Indeks Sistem Merit Indeks 0,61 |Triwulan |
Triwulan |l
Triwulan Il
Triwulan IV 0,61 0,65 | 106,56%

Jika dilihat dari hasil pengukuran tersebut maka capaian Indikator Kinerja Indeks

Sistem Merit melebihi target yang diperjanjikan di tahun 2022 yaitu sebesar 106,56%.
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C. Analisis Capaian

Sasaran Terwujudnya tata kelola manajemen ASN yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel diukur melalui indikator Indeks Sistem Merit. Target yang
ditetapkan pada Indikator Indeks Sistem Merit adalah 0,61. Sistem Merit merupakan
kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan
kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan

Sistem Merit adalah sebagai berikut:

1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka

pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya
2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak
3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat

4. Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan degnan

prinsip merit

Penilaian terhadap sistem merit dilakukan melalui tata cara penilaian mandiri
penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan KASN No0.9 Tahun 2019. Adapun

aspek-aspek yang menjadi penilaian adalah sebagai berikut:

Grafik 3.1
Aspek Sistem Merit

® Perencanaan

. Kebutuhan

| 10% 10% l ® Pengadaan
30%

= Pengembangan
10% Karier

Promosi dan Mutasi
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Capaian Indikator Sistem Merit Tahun 2022

Adapun Capaian indikator Indeks Sistem Merit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Capaian Indikator Sistem Merit Tahun 2022

No Sasaran Indikator Satuan | Target | Realisasi | %Capaian
Kinerja
1 |[Terwujudnya Tata Kelola Indeks Sistem Indeks 0,61 0,65 106,56%
Manajaemen ASN yang efektif, Merit
efisien, transparan dan akuntabel

Berdasarkan  Keputusan Komisi  Aparatur  Sipil Negara  Nomor
10/KEP.KASN/C/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 Tentang Penerapan Sistem Merit
Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Bontang bahwa Penerapan Sistem Merit dalam Manajaemen Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang ditetapkan pada Kategori Il (Baik) dengan
Nilai 265 dan Indeks 0,65 dari target 0,61 dengan capaian 106,56%. Sehingga dalam
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang
penilaian sistem meritnya telah ditetapkan dalam kategori Il (Baik) dapat disetujui
untuk dikecualikan dari ketentuan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka
dan kompetitif, apabila Pemerintah Kota Bontang telah memiliki dan /atau telah
melakukan penyempurnaan terhadap talent pool, rencana suksesi, dan telah memiliki
kebijakan pola karier instansi yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan
TInggi melalui talent pool dan rencana suksesi serta berkoordinasi dengan KASN

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbandingan Capaian Indikator Indeks Sistem Merit Tahun 2022 dengan Tahun

Sebelumnya

Adapun perbandingan Capaian Indeks Sistem Merit Tahun 2022 dengan tahun

sebelumnya adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.5.

Perbandingan Capaian Indikator Indeks Sistem Merit dengan Tahun
Sebelumnya

) o, 2021 2021
No Sasaran Indikator Kinerja| Satuan — - — -
Target Nilai %Capaian | Target | Nilai [%Capaian
1 [Terwujudnya Tata Kelola Indeks Sistem |Indeks 0 0 0% 0,61 0,65 106,56%

Manajaemen ASN yang efektif, Merit
efisien, transparan dan akuntabel

Indikator tahun 2021 adalah Indeks Profesionalitas ASN akan tetapi pada
tahun 2022 dilakukan perubahan indicator yaitu Indikator Indeks Sistem Merit.
Walaupun Indikator Indeks Sistem Merit bukan menjadi Indikator Kinerja Utama tahun
2021 akan tetapi terdapat nilai Indeks Sistem Merit yaitu sebesar 0,59. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa Indeks Sistem Merit mengalami kenaikan dari tahun

sebelumny.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Sistem Merit dengan Target Akhir

Renstra

Adapun perbandingan realisasi Indeks Sistem Merit dengan Target Akhir Renstra

adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Sistem Merit dengan Target Akhir

Renstra
Indikator Satuan | Target Realisasi %Capaian
No Sasaran L.
Kinerja Renstra | s/d 2022
1 |Terwujudnya Tata Kelola Indeks Sistem Indeks 0,7 0,65 92,86%
Manajaemen ASN yang efektif, Merit
efisien, transparan dan akuntabel

Capaian target akhir renstra sebesar 92,86%, sehingga butuh upaya lebih

keras untuk mencapai target di akhir tahun renstra.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta alternatif

solusi yang telah dilakukan serta aspek aspek yang menjadi perhatian utama Bagi
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Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia sesuai

rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan

dengan

Hasil Penilaian Aspek Perencanaan Kebutuhan dalam sistem merit dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Hasil Penilaian Aspek Perencanaan Kebutuhan

No
Aspek Sub Aspek Kondisi Saat Ini Bobot | Hasil Penilaian Keterangan
1 |Perenanaan Kebutuhan |Ketersediaan Peta Jabatan dan Rencana |Telah disusun peta jabtan sesuai dengan 2,5 10
Kebutuhan Pegawai untuk jangka anjab dan ABK serta telah ditetapkan
menengah (5 tahun) yang sudah dengan Peraturan Walikota Bontang
ditetapkan PPK Nomor 188.45/504/0RG/2020
Ketersediaan data kepegawaian secara Data kepegawaian sudah tersedia 2,5 7,5 Sistem informasi yang
lengkap dan up to date yang disusun dalam aplikasi SIMPEG yang diupdate ada dianggap belum
menurut jabatan, pangkat, unit kerja, secara berkala sesuai dengan SOP menunjukkan integrasi
kualifikasi dan kompetensi Peremajaan data berdasarkan SK atau SIMPEG dua arah
berkas yang diterima dan sudah
terintegrasi
Ketersediaan data pegawai yang akan Data pegawai yang akan pension sudah 2,5 10
memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tersedia di aplikasi SIMPEG yang disusun
tahun yang disusun menurut jabatan, berdasarkan jabatan, pangkat, unit kerja
pangkat, unit kerja dan Pendidikan dan TMT Pensiun
Ketersediaan rencana pemenuhan Terdapat dokumen usulan kebutuhan 2,5 10
kebutuhan ASN jangka menengah (5 CPNS DNA P3K 2021(Rencana
tahun) pengadaan ASN) yang disusun
berdasarkan Anjab an ABK sesuai
dengan visi dan misi Pemerintah Kota
Bontang dan RPJMD.

Berdasarkan analisis diatas untuk aspek perencanaan kebutuhan memperoleh
nilai 37,5 sehingga kedepannya diperlukan untuk mengintegrasi data kepegawaian
yang dikelola dalam sistem informasi dengan sistem informasi kepegawaian lainnya

secara dua arah (kinerja dan pengembangan Karir).
Adapun factor pendukung dari keberhasilan aspek pemenuhan kebutuhan adalah:

a. Tersediannya sumber daya untuk melakukan pembaharuan serta pengembangan
sistem kepegawaian secara berkala

b. Tersedianya data kepegegawaian berbasis sistem informasi (SIMPEG)

c. Komitmen pimpinan serta koordinasi yang intensif antara pimpinan dan bawahan

guna pengembangan sistem kepegawaian

Adapun factor penghambat aspek pemenuhan kebutuhan adalah:
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a. Kompleksitas sistem kepegawaian, perlu waktu untuk melakukan integrasi agar

pelaksanaan integrasi yang dilakukan tidak menghambat kegiatan yang berjalan

karena beberapa pelayanan kepegawaian telah menggunakan data dari aplikasi

SIMPEG

b. Sumber daya telah tersedia akan tetapi terbatas

Solusi yang diperlukan untuk memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan adalah:

a. Memberikan waktu pada pelaksana

pelaksanaan integrasi sistem

integrasi

sistem untuk focus pada

b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal update data

kepegawaian

2. Aspek Pengadaan

Hasil Penilaian Aspek Pengadaan dalam sistem merit dapat dilihat pada tabel berikut

Ini:
Tabel. 3.8
Hasil Penilaian Aspek Pengadaan
No Aspek Sub Aspek Kondisi Saat Ini Bobot | Hasil Penilaian Keterangan
1 |Pengadaan a.Eetersediaan rencana pengadaan ASN  [Rencana Pengadaan ASN disusun 2 6 Rencana pegadaan ASN dianggap belum
untuk tahun berjalan berdasarkan Anjab dan ABK sesuai menyesuaikan dengan ANJAB ABK
dengan visi dan misi Pemerintah Kota
Bontang dan RPJMD
Ketersediaan kebijakan internal Kebijakan internal pengadaan CPNS dan 2 4 Perlu menyusun kebijakan
Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perwali) |P3K masih terbatas dalam bentuk Draft internal/pedoman terkait tahapan tahapan
terkait pengadaan ASN secara terbuka, Perwali tentang penerimaan PNS dan pengadaan pegawai yang diperbarui secara
kompetitif, trasnparan dan tidak P3K, sudah membuka pengadaan dari berkala atau menyelesaikan penetapan
diskriminatif instansi lain (STAN) maupun mutasi kebijakan internal terkait pengadaan ASN
masuk/keluar, Perbaikan draft Perwali
Pengadaan PNS dan P3K sudah
disampaikan ke Bagian Hukum untuk
dapat segera diproses
Pelaksanaan Penerimaan ASN dilakukaan |Pelaksanaan penerimaan ASN sudah 2 8 Belum melengkapi pengumuman setiap
secara terbuka, kompetitif, transparan dilakukan secara terbuka dan tahapan CPNS dan PPPK tahun terbaru
dan tidak diskriminatif diumumkan melalui media cetak
(kaltimpost) dan website resmi
pemerintahan
(http://ppid.bontangkota.go.id), sudah
membuka pengadaan dari instansi lain
(STAN)
Pelaksanaan pelatihan Dasar (Latsar) bagi [Sudah melaksanakan Latsar CPNS 2 6 Program Pembekalan Peningkatan
CPNS sesuai dengan jumlah peserta yang Kapasitas Aparatur, namun belum
diterima dan sudah dilakukan evaluasi mendukung jabatan maupun tugas fungsi
pasca latsar melalui kuesioner, CPNS masing-masing pegawai (masih seputar
formasi jabatan fungsional dilakukan pengetahuan manajemen ASN), serta
pengembangan kompetensi sesuai evaluasi pasca Latsar telah dilakukan
dengan jabatannya (diklat fungsional namun masih mengukur perilaku kerja,
perancang peraturan perundang belum mengukur kesinambungan
undangan aktuliasasi untuk mendukung tugas fungsi
jabatan dalam unit kerja
Persentasse CPNS yang diangkat menjadi |CPNS yang diangkat menjadi PNS sudah 2 8 -

PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan
dan unit kerja yang dilamar

ditempatkan 100% sesuai dengan
formasi yang dilamar dituangkan dalam
SK Walikota Nomor
813.3/15/BKPSDM.02 dan SK Walikota
Nomor 813.2/14/BKPSDM.02

23




Berdasarkan analisis diatas untuk aspek pengadaan memperoleh nilai 32 sehingga
kedepannya diperlukan antara lain:

a. Menyusun rencana pengadaan ASN berdasarkan anjab dan abk

b. Menetapkan kebijakan internal terkait pengadaan ASN dan diperbarui secara
berkala sesuai kebutuhan

c. Melaksanakan integrasi latsar CPNS dengan program pengembangan kompetensi
lainnya sesuai tugas fungsi serta melaksanakan evaluasi pasca latsar CPNS untuk
mengukur kesinambungan aktualisasi dengan tugas fungsi jabatan dalam unit

kerja
Adapun factor pendukung dari keberhasilan aspek pemenuhan kebutuhan adalah:

a. Adanya payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan

b. Komitmen bersama atas pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan
kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pegawai baik yang berasal dari calon PNS,
PNS dari instansi lain, dan PPPK

c. Penggunaan sosial media dalam memberikan informasi yang luas dan transparan
kepada masyarakat untuk pengadaan pegawai

d. Koordinasi yang baik dengan LAN sehingga pelaksanaan latsar pagi CPNS dapat

terlaksana sesuai harapan.
Adapun factor penghambat aspek pemenuhan kebutuhan adalah:

a. Kurangnya sarana prasarana untuk pengadaan pegawai dengan sistem CAT

b. Sulitnya mengakses aplikasi E-Formasi dari MenPAN-RB

c. Perangkat daerah kurang memahami formasi kebutuhan pegawai yang dapat
diusulkan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai serta tidak memahami ANJAB
ABK

Solusi yang diperlukan untuk memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan adalah:

a. Melakukan peminjaman asset berupa laptop kepada Perangkat daerah lain untuk
pelaksanaan CAT
b. Melakukan koordinasi dengan MenPAN-RB

c. Koordinasi dengan pengelola kepegawaian di Perangkat Daerah
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3. Aspek Pengembangan Karier

Hasil Penilaian Aspek Pengembangan Karier dalam sistem merit dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 3.9

Hasil Penilaian Aspek Pengembangan Karier

No Aspek Sub Aspek Kondisi saat ini Bobot | Hasil Penilaian Keterangan
1 |Pengembangan Karir |. Ketersediaan Standar Standar Kompetensi Jabatan masih 5 15 SKJ JPT yang ditetapkan secara internal
Kompetensi Jabatan dalam proses pembuatan Perwali mengacu pada kepmenpan 409/2019,
(manajerial, teknis dan SKJ JF mengacu pada SKJ dari Instansi
sosial kultural) untuk setiap Pembina, dan telah menyusun SKJ jab
jabatan; pengawas dan administrator SKJ
administrator telah diajukan kepada
Menpan akan tetapi untuk SKJ Pelaksana
Untuk SKJ Jabatan Fungsional sesuai
dengan instansi pembinanya
Kamus Jabatan dalam proses
penyelesaian
Untuk SKJ JA sedang ditindaklanjuti
oleh masing-masing perangkat
daerah sesuai dengan surat
undangan bimtek 10-11 Mei 2021
Ketersediaan profil Hasil Pemetaan Kompetensi belum 5 15 Hasil pemetaan kompetensi JPT, jab
pegawai yang disusun dikelola dalam profil pegawai dan administrator, pengawas, dan JF tahun
berdasarkan pemetaan rencananya akan dibuatkan modul 2018-2021 secara berkala, namun belum
talenta/ kompetensi; profil kompetensi pada aplikasi dikelola dalam profil pegawai Jabatan
SIMPEG di tahun 2021; pelaksana belum di assessment
Ketersediaan Talent Pool [1. Pemerintah Kota Bontang baru 5 0
yang disusun berdasarkan [menyusun draft perwali terkait
pemetaan kompetensi pedoman talent pool dan belum
manajerial dan hasil tersedia database talent pool;
penilaian kinerja;
2. Proses pembangunan talent pool
internal dilakukan secara simultan
yaitu melakukan penyusunan perwali
talent pool dan juga penilaian
kompetensi untuk pegawai;
3. Pemerintah Kota Bontang juga
sedang menyusun kajian Manajemen
Talenta yang bekerja sama dengan
LAN Samarinda
Ketersediaan rencana Rencana suksesi baru terbatas untuk 2,5 0
suksesi yang telah sesuai  |pengisian JPT
dengan standar
kompetensi teknis jabatan
dengan mempertimbang-
kan pola karir instansi;
Ketersediaan informasi Data analis kesenjangan kualifikasi 2,5 5 Analisis kesenjangan kualifikasi JPT

tentang kesenjangan
kualifikasi dan kompetensi
pegawai;

dan kompetensi baru terbatas untuk
JPT dan belum seluruhnya
dikarenakan belum tersedianya SKJ
untuk seluruh jabatan

Tahun 2019 tersedia , namun belum
disusun seluruh pegawai dan secara
berkala Terlampir analisis kesenjangan
kompetensi JPT, jab administrator,
pengawas, dan JF Tahun 2018 - 2019
Agar analisis kesenjangan kualifikasi dan
kompetensi dapat disusun untuk seluruh
pegawai dan pengelolaannya menjadi
profil pegawai yang terstruktur secara
berkala
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Ketersediaan informasi Informasi kesenjangan kinerja 2,5 2,5 Analisis kesenjangan kinerja belum
tentang kesenjangan dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja disusun secara terstruktur berdasarkan
kinerja; yang di adopt dari BKN. Hasil jenis kesenjangan target dan realisasi
tersebut diolah untuk memperoleh
TPP sesuai dengan kinerja yang
dilakukan oleh masing-masing
pegawai
Ketersediaan strategi dan |Strategi pengembangan kompetensi 2,5 10 Strategi pengembangan kompetensi dan
program untuk mengatasi [pegawai sudah tertuang didalam kinerja telah termuat dalam Renstra
kesenjangan kompetensi  |Renstra Kota Bontang Tahun 2016- Instansi dan RPJMD Kota Bontang Perlu
dan kinerja dalam rangka |2021 dan sudah dianggarkan setiap menyusun program pengembangan
peningkatan kapasitas tahun kompetensi terstruktur dalam jangka
ASN; waktu menengah berdasarkan
kebutuhan individu dan organisasi serta
analisis kesenjangan kinerja dan
kompetensi pegawai
Penyelenggaraan Diklat Sudah tersedia program diklat yang 2,5 7,5 Telah menyusun kebutuhan diklat per
untuk mengatasi dikelola oleh masing-masing tahun untuk memenuhi 20 JP
kesenjangan; Perangkat Daerah dan BKPSDM berdasarkan kebutuhan individu dan
organisasi, namun belum didasarkan
pada analisis kesenjangan kompetensi
dan kinerja Mohon melampirkan laporan
diklat 2 tahun terakhir dan mengelola
program diklat dalam analisa kebutuhan
diklat agar lebih terstruktur dan
terjadwal
Pelaksanaan peningkatan |Pelaksanaan peningkatan 2,5 2,5 Telah ada rencana program pertukaran
kompetensi melalui praktik [kompetensi pegawai baru sebatas pegawai namun belum menunjukkan
kerja dan pertukaran permohonan ke perusahaan lain pelaksanaan peningkatan kompetensi
pegawai; praktik kerja dan pertukaran pegawai.
Pelaksanaan peningkatan [Coaching klinik sudah dilakukan 2,5 5 Telah menyusun program coaching dan
kompetensi melalui setiap minggu namun belum mentoring terjadwal, dan telah
coaching dan mentoring;  |terdokumentasikan dengan baik melaksanakannya Perlu ditunjukkan
pelaksanaan secara terjadwal dan
dievaluasi hasil pelaksanaannya

Berdasarkan analisis diatas untuk aspek pengembangan karier memperoleh nilai 62,5

sehingga kedepannya diperlukan antara lain:
a. Menyelesaikan penyusunan dan penetapan SKJ untuk JA

b. Melaksanakan pemetaan kompetensi pegawai secara berkala dan mengelola hasil

pemetaan kompetensi dalam profil pegawai
c. Menyelesaikan pembangunan manajaemen talenta dan rencana suksesi

d. Menyusun analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi seluruh pegawai yang

diperbarui secara bekala

e. Menyusun analisis kesenjangan kinerja individu pegawai berdasarkan jenis

kesenjangan untuk seluruh pegawai

f. Menyusun program diklat berdasarkan analisis kesenjangan kualifikasi, kompetensi

dan kinerja pegawai

g. Melaksanakan program pertukaran pegawai serta praktik kerja

26



h. Melaksanakan coaching dan mentoring secara terjadwal dan evaluasi hasil

Adapun factor pendukung dari keberhasilan aspek pengembangan karir adalah:

a.

Komitmen Pimpinan untuk pelaksanaan sistem seleksi yang adil dan terbuka untuk
mendapatkan pejabat ASN yang profesional.

Telah terselesaikannya penyusunan dan penetapan SKJ untuk Jabatan
Adminstrator

Tersedia banyak pelatihan daring non budgeting sehingga dapat meningkatkan
kompetensi pegawai dan memenuhi kebutuhan diklat 20 jp per tahun bagi tiap
pegawai

Telah dibuat sistem informasi Gerbang Jaya untuk memberikan informasi

pelatihan bagi pegawai

Adapun factor penghambat aspek pemenuhan kebutuhan adalah:

a.

e.

Manajemen talenta yang dapat mengarahkan minat, bakat, dan potensi para
pegawai ASN belum diterapkan.

Belum dilaksanakannya perencanaan suksesi (succession planning) guna
mendapatkan kandidat-kandidat potensial ASN yang ada pada talent pool melalui
proses pembekalan kandidat yang disiapkan untuk mengisi posisi jabatan ASN
Penggantian secara dinamis berkelanjutan terhadap jabatan ASN yang lowong
belum dilakukan, sehingga jabatan ASN ada yang kosong

Kurangnya minat pegawai untuk mengikuti pelatihan secara daring untuk
peningkatan kompetensi

Pelaksanaan pelatihan tidak memberikan sertifikat kepada peserta.

Solusi yang diperlukan untuk memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan adalah:

a. Pelaksanaan studi banding manajemen talenta di Kota Bandung untuk jabatan

b.

Pranata Komputer
Memberikan informasi pelatihan kepada pegawai melalui sistem informasi
Gerbang Jaya, grup informasi kepegawaian dan media sosial yang dikelola oleh

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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4. Aspek Promosi dan Mutasi

Hasil Penilaian Aspek Promosi dan Mutasi dalam sistem merit dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel. 3.10

Hasil Penilaian Aspek Promosi dan Mutasi

Jabatan Administrasi (Administrator
dan Pengawas) secara terbuka dan
kompetitif;

sudah dilakukan sejak tahun 2017
dengan mengacu kepada PP
11/2017, PermenpanRB dan Perka
KASN.

secara terbuka di lingkup regional
Pengisian jab administrator dan
pengawas melalui metode
assessment. Pelaksanaannya
masih harus dilakukan
menyeluruh sbim masuk ke
manajemen talenta Note : tidak
ada dugaan pelanggaran sistem
merit

No Aspek Sub Aspek Kondisi saat ini Bobot Hasil Penilaian Keterangan
1[Promosi dan Penyusunan dan penetapan kebijakan [Sedang disusun peraturan Wali 5 |Telah menyusun draft kebijakan 5
Mutasi internal (Permen/ Perka Lembaga/ Kota tentang pedoman pola karier internal terkait pola karir Instansi
Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola [dan diharapkan tahun 2021 yang telah mengacu pada
karir; perwalinya sudah selesai. manajemen talenta dan proses
penetapan
Pemerintah Kota Bontang juga
sedang menyusun kajian Pola
Karier yang bekerja sama dengan
LAN Samarinda
Ketersediaan kebijakan internal Pengisian JPT secara terbuka 2,5 |[Telah ada draft kebijakan 2,5
(Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ sudah dilakukan sejak tahun 2016 internal terkait pengisian JPT dan
Perbup/ Perwali) tentang pengisian dengan mengacu kepada PP mutasi namun belum mengacu
JPT secara terbuka serta promosi dan [11/2017, PermenpanRB 15/2019 pada talent pool dan rencana
mutasi dengan mengacu pada talent |dan Perka KASN. suksesi
pool dan rencana suksesi;
Tahun 2020 dibuat draft peraturan
Wali Kota Bontang tentang tata
cara pengisian JPT secara terbuka
Tahun 2020 dibuatkan draft
peraturan Wali Kota tata cara
promosi dan mutasi (Pola Karier)
dengan mengacu kepada Talet
Pool dan diharapkan perwalinya
selesai di Tahun 2021
Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, |Pengisian JPT secara terbuka 2,5 |[Pengisian JPT telah dilaksanakan 10

Pada Tahun 2020 telah dibuat
peraturan Wali Kota Bontang
tentang tata cara pengisian JPT
secara terbuka serta tata cara
promosi dan mutasi yang mengacu
kepada Talent Pool

Berdasarkan analisis diatas untuk aspek promosi dan mutasi memperoleh nilai 17,5

sehingga sesuai rekomendasi KASN kedepannya diperlukan antara lain:

a. Menyelesaikan penetapan kebijakan internal terkait pola karier instansi

b. Menyelesaikan penetapan kebijakan internal terkait pengisian JPT dan mutasi

Adapun factor pendukung dari keberhasilan aspek promosi dan mutasi adalah:

a. Pelaksanaan sistem seleksi yang adil

mendapatkan pejabat ASN yang profesional.

b. Telah

Adminstrator
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c. Telah disusun draft penetapan kebijakan internal pola karier dan JPT dan mutasi

Adapun factor penghambat aspek promosi dan mutasi adalah:

a. Belum diterapkannya talent pool

b. Assesment baru dilakukan untuk jenjang JPT Pratama

Solusi yang diperlukan untuk memenuhi aspek promosi dan mutasi adalah:

a. Melakukan pengelolaan data kandidat melalui sistem informasi kepegawaian

5. Aspek Manajemen Kinerja

Hasil Penilaian Aspek Manajemen Kinerja dalam sistem merit dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 3.11

Hasil Penilaian Aspek Manajemen Kinerja

kinerja dalam pengambilan
keputusan terkait
pembinaan dan
pengembangan karir;

pembinaan dan pengembangan karir
sudah mempertimbangkan kinerja
pegawai yang akan dipromosikan
atau dimutasikan

No Aspek Sub Aspek Kondisi saat ini Bobot | Hasil Penilaian Keterangan
1 [Manajemen Kinerja |Ketersediaan kontrak Sudah menyusun kontrak kinerja 5 20 Telah ada kontrak kinerja bagi seluruh
kinerja yang terukur dan pegawai sesuai dengan Rencana pegawai yang diturunkan dari Rencana
diturunkan dari Rencana Strategis Organisasi Strategis organisasi
Strategis organisasi;
Penggunaan metode 1. Penerapan penilaian berbasis 5 15 Metode penilaian kinerja pegawai yang
penilaian kinerja yang kinerja dilakukan secara online obyektif dan terukur untuk JPT dan JA
obyektif; menggunakan aplikasi e-Kinerja yang telah dilaksanakan. Perlu ditunjukkan
di adopt dari BKN dengan alamat cascading kinerja untuk seluruh pegawai
http://e- dengan metode penilaian kinerja secara
skp.bontangkota.go.id/skp2020/expn obyektif dan terukur serta menggunakan
eo/; pendekatan hasil capaian kinerja
(ditunjukkan juga dalam e-SKP)
2. Penilaian kinerja juga disandingkan
Pelaksanaan penilaian Penilaian kinerja dilakukan secara 2,5 7,5 Penilaian kinerja secara berkala 1 bulan
kinerja secara berkala yang |berkala melalui monitoring rencana sekali namun belum menunjukkan dialog
disertai dengan dialog aksi, realisasi target dan fisik serta kinerja. Perlu ditunjukkan penilaian
kinerja untuk memastikan |disertai dengan dialog kinerja yang kinerja per bulan yang dilaporkan
tercapainya kontrak dilakukan secara langsung maupun cascading dengan SKP dan mendukung
kinerja; secara elektronik melalui apalikasi e- ketercapaian SKP tahunan
kinerja dengan alamat http://e-
skp.bontangkota.go.id/skp2020/expn
eo/;
Ketersediaan informasi Sudah melalukan analisis 5 10 Analisis permasalahan kinerja per sub
tentang analisis permasalahan kinerja dan bagian sampling di satu unit kerja serta
permasalahan kinerja dan |melaksanakan strategi untuk solusi permasalahan telah dilakukan.
penyusunan strategi mengatasi permasalahan tersebut Perlu menunjukkan pelaksanaan secara
penyelesaiannya untuk menyeluruh di setiap OPD, menunjukkan
mewujudkan tujuan analisis permasalahan berdasarkan
organisasi; permasalahan kinerja per individu
pegawai, serta menunjukkan
pelaksanaan strategi secara berkala
Penggunaan hasil penilaian |Pengambilan keputusan terkait 2,5 5 Hasil penilaian kinerja telah menjadi

dasar dalam pengisian JPT, namun belum
dituangkan dalam kebijakan internal pola
karir dan promosi mutasi .Promosi
mutasi jabatan didasarkan kesesuaian
kualifikasi dan tujuan tercapainya
organisasi melalui kontribusi
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Berdasarkan analisis diatas untuk aspek manajemen kinerja memperoleh nilai 57,5
sehingga sesuai rekomendasi KASN kedepannya diperlukan antara lain:

a Menerapkan metode penilaian kinerja yang mengacu pada capaian hasil kinerja

secara terstruktur untuk seluruh pegawai
b. Melaksankan dialog kinerja dalam penilaian kinerja pegawai

c. Menyusun analisis permasalahan kinerja kepada seluruh pegawai, serta menyusun

dan melaksanakan strategi untuk mengatasi permasalahan

d. Menggunakan hasil penilaian kinerja menjadi salah satu pertimbangan utama
dalam kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembagnan karier pegawai

serta penetapan talent pool
Adapun faktor pendukung dari keberhasilan aspek manajemen kinerja adalah:

a. Pelaksanaan Penilaian Kinerja secara berkala yang dilakukan tiap bulan melalui
aplikasi e kinerja

b. Pemenuhan Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
Adapun faktor penghambat aspek manajemen kinerja adalah:

a. Dialog kinerja dilakukan akan tetapi tidak dilakukan secara berkala
b. Tidak adanya punishment untuk pegawai yang tidak mengumpulkan penilaian

kinerja
Solusi yang diperlukan untuk memenuhi aspek manajemen kinerja adalah:

a. Menyusun kebijakan internal terkait pengumpulan penilaian kinerja dan pemberian
punishement
b. Melakukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian untuk pengumpulan

penilaian kinerja

6. Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

Hasil Penilaian Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dalam sistem merit

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.12
Hasil Penilaian Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

pelanggaran disiplin,
pelanggaran kode etik dan
kode perilaku yang
dilakukan pegawai;

kode etik kode perilaku telah dikelola
dalam SIMPEG dengan alamat
simpeg.bontangkota.go.id namun
belum terintegrasi dengan SAPK BKN

No Aspek Sub Aspek Kondisi saat ini Bobot | Hasil Penilaian Keterangan
1 | Penggajian, Kebijakan internal instansi |Sudah tersedia kebijakan internal 2,5 10 Besaran TPP, 40 % disiplin kerja 60%
Penghargaan dan tentang pembayaran mengenai pembayaran tunjangan produktivitas kerja Kebijakan internal
Disiplin tunjangan kinerja tambahan penghasilan pegawai telah memperhitungkan hasil penilaian
berdasarkan hasil penilaian {dalam bentuk Perwali kinerja dengan bobot yang lebih besar
kinerja; dari pada disiplin Produktivitas kerja :
capaian SKP dan perilaku kinerja Disiplin
kerja : rekapitulasi kehadiran Pegawai
ASN serta rekapitulasi kehadiran apel
hari Senin dan upacara pada hari kerja
bagi yang ditugaskan
Ketersediaan kebijakan Kebijakan pemberian penghargaan 2,5 2,5 Pernah memberikan penghargaan
internal (Permen/ Pergub/ [masih dalam bentuk SK Tim dan kepada pegawai berprestasi namun
Perbup/ Perwali) untuk belum dalam Perwali belum diatur dalam kebijakan internal
memberi penghargaan dan menjadi agenda yang terjadwal
yang bersifat finansial dan
non-finansial terhadap
pegawai berprestasi;
Kebijakan internal instansi |1. Sudah tersedia Perwali Nomor 51 2,5 10 Telah menetapkan kebijakan internal
tentang penegakan disiplin, [Tahun 2015 terkait kode etik PNS dan terkait kode etik kode perilaku ASN di
kode etik dan kode sudah disosialisasikan dalam bentuk lingkungan Instansi, pembentukan
perilaku ASN di lingkungan |banner ke setiap Perangkat Daerah, Majelis Kode Etik, penegakan peraturan
instansinya; melalui media online maupun secara secara konsisten, sosialisasi kepada
langsung seluruh pegawai serta penegakan
peraturan secara konsisten Perlu
sosialiasai kebijakan kode etik kode
perilaku secara berkala kepada selruh
pegawai Akan disesuaikan revisi
kebijakan KEKP Tahun 2015
2. Sudah membentuk SK Tim Majelis
Kode Etik dan Kode Perilaku dengan
SK Nomor
188.45/491/BKPSDM/2021
Pengelolaan data terkait [Database penegakan disiplin dan 2,5 7,5 Database penegakan disiplin dan kode

etik kode perilaku telah dikelola dalam
SIMPEG namun belum terintegrasi
dengan SAPK BKN

Berdasarkan analisis diatas untuk aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

memperoleh nilai 57,5 sehingga sesuai rekomendasi KASN kedepannya diperlukan

antara lain:

a Menerapkan metode penilaian kinerja yang mengacu pada capaian hasil kinerja

secara terstruktur untuk seluruh pegawali

b. Melaksankan dialog kinerja dalam penilaian kinerja pegawai

c. Menyusun analisis permasalahan kinerja kepada seluruh pegawai, serta menyusun

dan melaksanakan strategi untuk mengatasi permasalahan

d. Menggunakan hasil penilaian kinerja menjadi salah satu pertimbangan utama

dalam kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembagnan karier pegawali

serta penetapan talent pool
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Adapun faktor pendukung dari keberhasilan aspek manajemen kinerja adalah:

c. Pelaksanaan Penilaian Kinerja secara berkala yang dilakukan tiap bulan melalui
aplikasi e kinerja

d. Pemenuhan Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
Adapun faktor penghambat aspek manajemen kinerja adalah:

c. Dialog kinerja dilakukan akan tetapi tidak dilakukan secara berkala
d. Tidak adanya punishment untuk pegawai yang tidak mengumpulkan penilaian
kinerja

Solusi yang diperlukan untuk memenuhi aspek manajemen kinerja adalah:

c. Menyusun kebijakan internal terkait pengumpulan penilaian kinerja dan pemberian
punishement
d. Melakukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian untuk pengumpulan

penilaian kinerja

7. Aspek Perlindungan dan Pelayanan

Hasil Penilaian Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dalam sistem merit

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.13
Hasil Penilaian Aspek Perlindungan dan Pelayanan

No Aspek Sub Aspek Kondisi saat ini Bobot | Hasil Penilaian Keterangan

oy

Perlindungan dan Kebijakan perlindungan 1. Pemerintah Kota Bontang telah 2 4 Telah menunjukkan contoh pemberian

Pelayanan

untuk pegawai (diluar dari
jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja,

melaksanakan perlindungan kepada
pegawai dalam hal bantuan hukum
untuk Pegawai.

bantuan hukum kepada pegawai
berkala, pembentukan tim fasilitasi
bantuan hukum kepada pegawai,

program pensiun, yang
diselenggarakan secara
nasional);

pemberian fasilitas kesehatan pegawai
dan pemberian pembekalan pra pensiun
(2014) namun belum disusun kebijakan
internal untuk memastikan pelaksanaan

secara berkala

2. Pemerintah Kota Bontang juga
memberikan pelayanan kesehatan
untuk PNS dan Non PNS (PPPK)
dengan berdirinya Klinik Pegawai

Penyediaan fasilitas untuk
memberi kemudahan bagi
pegawai yang
membutuhkan pelayanan
administrasi;

1. Pelayanan administrasi
kepegawaian (KGB, Cuti, kehadiran)
dilakukan melalui aplikasi SIMPEG
dengan alamat
simpeg.bontangkota.go.id

Pelayanan administrasi kepegawaian
telah dikelola sebagian dalam sistem
informasi (cuti, KGB, absensi, e-arsip
untuk pengajuan pangkat, pensiun, gaji)

2. Pelayanan administrasi tata
naskah dilakukan melalui aplikas e-
Takah dengan alamat http://e-
takah.bontangkota.go.id/

3. Pelayanan kehadiran dilakukan
melalui aplikasi Bontang Prima yang
dapat diunduh di Playstore dan
website dengan alamat
http://bontangprima.bontangkota.go
.id/

Berdasarkan analisis diatas untuk aspek Perlindungan dan Pelayanan memperoleh

nilai 12 sehingga sesuai rekomendasi KASN kedepannya diperlukan antara lain:

a. Menyusun kebijakan internal terkait pemberian bantuan dan perlindungan pegawai

sebagai dasar pelaksanaan secara terjadwal/reguler

b. Memanfaatkan sistem informasi untuk seluruh fasilitas layanan administrasi

kepegawaian

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan aspek perlindungan dan pelayanan

adalah:

a. Terlaksananya kegiatan tali asih dan uang duka dari iuran Korps Pegawai Republik

Indonesia untuk ASN

b. Tersediannya LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) merupakan

lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi ASN di

dalam suatu wadah yaitu Korps Pegawai Republik Indonesia dimana sekaretariat

nya dibawah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
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C.

d.

Tersedianya sistem informasi Bontang Prima untuk pelayanan kepegawaian
seperti pengajuan cuti, gerbang jaya untuk informasi pelatihan/diklat
Terlaksananya kegiatan pembekalan pegawai yang memasuki masa purna tugas

Adapun faktor penghambat aspek perlindungan dan pelayanan adalah:

a.

Terdapat sebagaian kecil PNS yang tidak berkenan mengikuti iuran tali asih dan
uang duka

Pemberian uang duka yang terhambat bila ASN meninggal tidak memiliki ahli waris
Lingkup Pemberian bantuan relative masih terbatas pada kasus pidana khusus,
belum terdapat perencanaan untuk bantuan hukum pada jenis kasus pidana
lainnya

Adanya sejumlah kesulitan mencari saksi ahli yang dapat membantu proses

bantuan hukum pada terdakwa atau klien bantuan hukum

Solusi yang diperlukan untuk memenuhi aspek perlindungan dan pelayanan adalah:

a.

PNS yang tidak berkenan mengikuti iuran tali asih dan uang duka didata dan
secara otomatis tidak memperoleh manfaat

Pembuatan SOP Tali Asih bagi ASN yang tidak memiliki ahli waris

c. Rencana perluasan lingkup bantuan dan objek penerima bantuan hukum

d. Memberikan pemahaman dan pendekatan kepada saksi ahli

8.

Sistem Informasi

Hasil Penilaian Aspek Sistem Informasi dalam sistem merit dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

34



Tabel 3.14

Hasil Penilaian Aspek Sistem Informasi

No Aspek Sub Aspek Kondisi Saat ini Bobot Hasil Penilaian Keterangan
1 Sistem Informasi |Pembangunan Sistem Informasi  |1. Sudah tersedia aplikasi SIMPEG yang berbasis 2 6 Telah membangun SIMPEG
Kepegawaian yang berbasis online yang dapat menyediakan data real time namun belum ditunjukkan
online yang terintegrasi dengan  |untuk memudahkan administrasi kepegawaian terintegrasi dua arah dengan
sistem penilaian kinerja, seperti KGB, Baperjakat, Penegakan Disiplin, Cuti sistem informasi kinerja dan
penegakan disiplin dan dan lainnya dengan alamat pembinaan pegawai
pembinaan pegawai; https://simpeg.bontangkota.go.id/
2. Penegakan disiplin dan pembinaan pegawai
merupakan Modul atau Menu yang menjadi satu
kesatuan dengan SIMPEG
Penerapan e-performance yang |Sudah memiliki dan menerapkan aplikasi e-Kinerja 1 2 Sudah menerapkan e-
terintegrasi dengan Sistem untuk mempermudah pekerjaan dan pemberian performance dalam penilaian
Informasi Kepegawaian yang tunjangan kinerja pegawai dengan alamat http://e: kinerja yang bersifat mandiri
berbasis online; skp.bontangkota.go.id/skp2020/expneo/ (terpisah dengan sistem
informasi yang lain);
Penggunaan e-office yang Untuk memudahkan pelayanan administrasi 1 2 Telah membangun e-office
memudahkan pelayanan kepegawaian seperti KGB, kenaikan pangkat, cuti, berbentuk Tata Naskah
administrasi kepegawaian; mutasi-promosi, tubel-ibel dan absensi dilakukan bersifat e-arsip. apakah juga
melalui aplikasi penyusunan surat dan surat
menyurat ? Belum ditunjukkan
untuk penyusunan Tata
Naskah Dinas Elektronik yang
terhubung dengan dashboard
pimpinan
Pembangunan dan penggunaan  |Penggunaan assesment center masih 2 6 Telah memanfaatkan
asessment center dalam menggunakan lembaga/instansi penilaian assessment centre untuk
pemetaan kompetensi dan kompetensi pegawai pihak lain seperti Puslatbang penilaian kompetensi namun
pengisian jabatan berbasis KASN LAN, Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai baru sebagian pegawai di JPT,
teknologi informasi; Jogjakarta maupun POLDA jab administrator, pengawas,
danJF

Berdasarkan analisis diatas untuk aspek Sistem Informasi memperoleh nilai 16

sehingga sesuai rekomendasi KASN kedepannya diperlukan antara lain:

a. Mengintegrasi e kinerja dengan sistem pemberian tunjangan tambahan

penghasilan dan sistem pengembangan karier pegawai

b. Memanfaatkan e office untuk layanan adminsitrasi kepegawaian dan mengintegrasi

dengan dashboard pimpinan

c. Memanfaatkan assesment centre atau metode lainnya untuk pemetaan kompetensi

seluruh pegawai
Adapun faktor pendukung dari keberhasilan aspek sistem informasi adalah:

a. Telah tersedia sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) yang berbasis online

yang menyajikan data real time
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Adapun faktor penghambat aspek sistem informasi adalah:

a. Kurangnya sumber daya wuntuk mengembangkan sistem informasi,

pengembangan sistem informasi masih mengandalkan pihak ketiga

Solusi yang diperlukan untuk memenuhi aspek sistem informasi adalah:

a. Mendayagunakan jabatan pranata computer untuk focus melakukan

D.

pengembangan sistem informasi yang ada agar lebih baik

Inovasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki sumber

daya yang mampu untuk menginisasi Inovasi. Adapun Inovasi yang dikembangkan

di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah

sebagai berikut:

a.

Bontang Prima (Desember 2021) merupakan aplikasi presensi berbasis
android dan IOS yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah di Kota
Bontang

Sistem informasi Gerbang Jaya (14 Oktober 2021) merupakan aplikasi yang
digunakan untuk mempermudah dalam memberikan informasi pelatihan/diklat
untuk peningkatan kompetensi bagi pegawai

“SIKAPKU” (Tahun 2014) merupakan aplikasi yang digunakan mengintegrasi
dan mensinergikan SIM GAJI WEB dan data kepegawaian (SIMPEG) yang
menyajikan informasi gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di Kota Bontang
E Kinerja (Januari 2021) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan
untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja, jabatan dan beban kerja
unit/satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan
pemberian insentif kerja

E Cuti (Juli 2021) merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah
pengelolaan dan pengajuan cuti pegawai di Pemrintah Kota Bontang

E Takah (6 Agustus 2020) merupakan aplikasi penyediaan file dan data berkas
kepegawaian setiap ASN yang lengkap, aman dan mudah diakses

E KGB (Tahun 2014) merupakan aplikasi layanan kenaikan gaji berkala
Aplikasi Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bontang
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h. SIMPEG (Tahun 2009) merupakan aplikasi Sistem Informasi Pegawaian yang
berfungsi untuk mengolah data kepegawaian dan mampu menyajikan berbagai
informasi data kepegawaian untuk menunjang pelayanan
Pada Tahun 2022 terdapat lagi Inovasi yang dikembangkan adalah sebagai
berikut:

i. Membangun Sistem Informasi berbasis elektronik dengan nama SIM | CAN
(Sistem Informasi Manajemen Kinerja Perencanaan dan Keuangan) tanggal 25
Mei 2022 untuk mendukung percepatan proses verifikasi usulan belanja sub
kegiatan, monitoring anggaran dan penyimpanan dokumen keuangan dengan
menyediakan fitur untuk data belanja yang diusulkan PPTK. Aplikasi ini
mengalihmediakan proses verifikasi berkas pertanggunjawaban keuangan

berupa hardcopy menjadi softfile (digitasi verifikasi keuangan).

E. Perbandingan Capaian Kinerja dengan standar nasional dan instansi sejenis
Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja
instansi adalah membandingkan capaian kinerja dengan standar nasional (jika ada).
Adapun data perbandingan yang disajikan adalah perbandingan capaian nilai indeks
sistem merit dengan beberapa kota dan kabupaten di Indonesia dapat dilihat pada gambar

dibawah ini:

Gambar 3.1
Perbandingan Nilai Indeks Sistem Merit

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
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F. Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang
melaksanakan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung capaian kinerja instansi

yakni:
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a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk penetapan peraturan dan dasar
hukum pelaksanaan kegiatan

b. Inspektorat untuk pengawasan internal

c. Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan pengadaan PPPK tenaga Kesehatan dan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaksanaan pengadaan PPPK

tenaga guru.

G. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pada Anggaran Tahun 2022 dalam melaksanakan kegiatan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh anggaran
murni sebesar Rp. 17.548.176.529,00, dengan mekanisme perubahan APBD 2022
menjadi Rp. 15.797.929.894,00 dengan
Rp. 16.688.247.208,00 dan belanja modal sebesar Rp. 859.929.329,00. Adapun
realisasi anggaran sebesar Rp. 15.798.929.894,00 dengan rincian belanja operasi
sebesar Rp. 14.989.066.854,00 dan belanja modal sebesar 809.863.040,00. Target

dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

rincian belanja operasional sebesar

Manusia Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Tahun 2022

Uraian Tahun Anggaran 2022
Anggaran Belanja (Rp) |Realisasi Belanja (Rp)| % SILPA (Rp) %

Belanja Daerah

Belanja Operasi 16.688.247.208,00 14.989.066.854,00 | 89,82 | 1.699.180.354,00 | 10,2
Belanja Pegawai 8.258.038.534,00 7.292.275.982,00 | 88,31 965.762.552,00 | 11,7
Belanja Barang dan Jasa 8.430.208.674,00 7.696.790.872,00 | 91,30 733.417.802,00 8,7
Belanja Modal 859.929.329,00 809.863.040,00 | 94,18 50.066.289,00 | 5,82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 759.929.329,00 709.935.290,00 | 93,42 49.994.039,00 | 6,58
Belanja Modal Aset lainnya 100.000.000,00 99.927.750,00 | 99,93 72.250,00 | 0,07
Total 17.548.176.537,00 | 15.798.929.894,00 | 90,03 | 1.749.246.643,00 | 9,97

Jika dilihat pada tabel di atas bahwa dari anggaran sebesar Rp. 17.548.176.537,00
dengan realisasi sebesar Rp. 15.798.929.894,00 maka terdapat anggaran yang tidak
terserap sehingga menjadi SILPA sebesar Rp. 1.749.246.643,00. Terdapat 11,7%
belanja pegawai tidak terserap dikarenakan adanya mutasi dan promosi sehingga

berpengaruh terhadap belanja pegawai
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Rincian Anggaran Tahun 2022 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Alokasi Anggaran Tahun 2022

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan

Realisasi

No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Target Kinerja
U /Keg (output) e g E : Fisik (%) Kinerja Rp %
1) @) (3) (4) (6) @) (®)
R AN RUSAN Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan
I |PEMERINTAHAN DAERAH o hp ity PEIEI IS 11.415.523.790,00 | 100 Persen 100,00 1,00 | 10.297.230.487,00 | 90,20
emerintahan daera
KABUPATEN/KOTA P
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 |Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen perencanaan dan laporan 3.800.000,00 1 dokumen 100,00 1 dokumen 2.600.000,00 | 68,42
Daerah
P Dok
enyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.800.000,00 1 dokumen 100,00 |1 dokumen 2.600.000,00 | 68,42
Perencanaan Perangkat Daerah
— K » - I — -
2 Administrasi Keuangan Perangkat [Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi 8.224.348.534,00 46 orang 100,00 46 orang 7.258.585.982,00 | 88,26
Daerah keuangan
P di Gaji dan Tunj;
A::‘ye ‘aan &aji dan funjangan Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 8.224.348.534,00 | 46 orang/bulan 100,00 b orang/bula 7.258.585.982,00 | 88,26
Administrasi Kepegawaian Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi
3 N 702.117.050,00 56 orang 116,07 65 orang 683.297.390,00 | 97,32
Perangkat Daerah kepegawaian
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut
umlah paket pakaian dinas beserta atribu
Beserta Atribut Kelengkapannya P P 199.434.550,00 144 paket 99,31 143 paket 197.350.790,00 | 98,96
kelengkapannya
Jumlah Pakaian Olah Raga 50 Stel
Pendidikan dan Pelatihan . .
. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang
Pegawai Berdasarkan Tugas dan L - A 382.700.000,00 50 orang 130,00 65 orang 371.335.000,00 | 97,03
. mengikuti pendidikan dan pelatihan
Fungsi
Jumlah k ingkat/pelatih: ialisasi/bimtek
L:Ilm a. ursuls sing| a. /pelatihan/sosialisasi/bimtek yang 66 kali 65 kali
diikuti sesuai tupoksi
Sosialisasi Peraturan Perundang- |Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan 119.982.500,00 100 orang 99,00 99 orang 114.611.600,00 | 95,52
Undangan perundang-undangan
Jumlah pelaksanaan kegiatan 1 kali 1 kali
Administrasi Umum Perangkat L R
4 Daerah Jumlah layanan administrasi umum 973.591.759,00 4 layanan 100,00 4 layanan 954.490.414,00 | 98,04
Penyediaan Peralatan d Jumlah paket latan d lengk: kant:
enyediaan Feralatan can umiah paket peralatan can periengkapan kantoryang 92.732.468,00 8 paket 100,00 | 8paket 87.687.250,00 | 94,56
Perlengkapan Kantor disediakan
Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan 4 jenis 4 jenis
Penyediaan Bahan Logistik
Kanl’or ' gistl Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 49.150.990,00 5 paket 100,00 | 5paket 48.244.773,00 | 98,16
Jumlah jenis bahan logistik kantor yang dibutuhkan 5 jenis 5 jenis
P diaan B Cetakan d Jumlah paket b: takan & d;
enyediaan Barang (.etakan dan |Jumiah paket barang cetakan & penggandaan yang 199.433.801,00 4 paket 100,00 | 4 paket 195.670.444,00 | 98,11
Penggandaan disediakan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang L L
N 4 jenis 4 jenis
dibutuhkan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan 632.274.500,00 100 laporan 10000 |129 laporan 622.887.947.00 | 98,52
Koordinasi dan Konsultasi SKPD _|konsultasi SKPD e P ! P T !
Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan 118 OH 129 OH
Jumlah kotak snack 2613 kotak 2560 kotak
Jumlah nasi kotak 1203 kotak 1333 kotak
Jumlah porsi makan minum tamu 580 porsi 439 porsi
Pengadaan Barang Milik Daerah
5 |Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah 758.444.203,00 4 jenis 100,00 4 jenis 707.726.220,00 | 93,31
Daerah
P daan Peralatan dan Mesi
Lef'ga aan Peralatan dan Mesin 1, i mlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 756.855.125,00 73 unit 100,00 73 unit 706.870.220,00 | 93,40
ainnya
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 9 jenis 9 jenis
Pengadaan Sarana dan Prasarana X
Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau . .
Pendukung Gedung Kantor atau N - 1.589.078,00 11 unit 100,00 11 unit 856.000,00 | 53,87
. bangunan lainnya yang disediakan
Bangunan Lainnya
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 jenis 1 jenis
Penyediaan Jasa Penunjan, Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah
6 [ o ° S Y TN 2 321.560.642,00 3 jenis 100,00 | 3jenis 311.893.254,00 | 96,99
Urusan Pemerintahan Daerah daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 11.252.286,00 1 laporan 100,00 1 laporan 9.333.075,00 | 82,94
Jumlah materai yang tersedia 900 lembar 900 lembar
Jumlah surat yang dikirim 49 surat 19 surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
. o . L - 69.000.000,00 1 laporan 100,00 1 laporan 61.490.313,00 | 89,12
Sumber Daya Air dan Listrik air dan listrik yang disediakan
Pemenuhan layanan komunikasi kantor 12 bulan 12 bulan
Py diaan Jasa Pel. Jumlah | diaan j | kant:
envediaan jasa Felayanan umiah faporan penyediaan jasa pefayanan umum kantor 241.308.356,00 | 1 laporan 100,00 | 1laporan 241.069.866,00 | 99,90
Umum Kantor yang disediakan
Jumlah tenaga kontrak daerah 6 orang 6 orang
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Pemeliharaan Barang Milik

7 |Daerah Penunjang Urusan Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara 431.661.602,00 5 jenis 100,00 5 jenis 378.637.227,00 | 87,72
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemelih Pajak, lah k inas atau k
|a\'/a' emeliharaan, ?Ja , dan JL'Im a' endaraan p?ror'angan dlna's atau endaraan 284.259.900,00 18 unit 100,00 18 unt 270.251.044,00 | 95,07
Perizinan Kendaraan Dinas dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan o ) -
o Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor 6 jenis
Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 144.761.702,00 42 unit 100,00 42 unit 105.766.583,00 | 73,06
Pemeliharaan/Rehabilitasi '
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang . X
Gedung Kantor dan Bangunan o ) e 2.640.000,00 1 unit 100,00 1 unit 2.619.600,00 | 99,23
] dipelihara/direhabilitasi
Lainnya
Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor 1 jenis 1 jenis
PROGRAM KEPEGAWAIAN
1] DASEAH € Persentase ASN berkinerja minimal bernilai baik 449.962.500,00 95 Persen 100,00 | 100 persen 407.870.974,00 | 90,65
Persentase Kinerja Layanan Kepegawaian 1.584.224.197,00 100 Persen 100,00 | 100 persen 1.290.790.099,00 | 84,82
Pengadaan, Pemberhentian dan |Jumlah kegiatan layanan pengadaan, pemberhentian dan
g | creacad , : NI EVENET SRR D 461.009.197,00 | 4layanan 10000 | 4layanan |  345.429.24800 | 86,66
Informasi Kepegawaian ASN informasi ASN
P R
K:Ertjljﬁ;:nje:inscj::Jumlah Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan,
' jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan 1.050.000,00 1 dokumen 100,00 |1 dokumen 1.049.400,00 | 99,94
Jabatan untuk Pelaksanaan SN
Pengadaan ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi
274.329.197,00 1 dok 100,00 |1 doki 213.151.464,00 | 77,70
Pengadaan PNS dan PPPK pengadaan PNS dan PPPK okumen oxumen
Jumlah peserta seleksi penerimaan CASN 1000 peserta 426 peserta
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan
oinast o [umandoxy eg! nastp 67.660.00000 | 1dokumen | 10000 |1dokumen 67.584.000,00 | 99,89
Administrasi Pemberhentian  |administrasi pemberhentian
Jumlah usulan berkas pemberhentian pegawai 66 berkas 61 berkas
Fasilitasi Lembaga Profesi
AS:' asILembaga FIOTeS! 1) miah lembaga profesi ASN yang difasilitasi 55.560.00000 |  1lembaga 100,00 | 1lembaga 24.243.800,00 | 43,64
Jumlah peserta dalam perayaan HUT Kopri 1000 orang 122 orang
Pengelolaan Dat
engelo aa,n at Jumlah data 2000 data 6488 data
Kepegawaian
Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian 62.410.000,00 1 dokumen 100,00 [l odkumemn 39.400.584,00 | 63,13
9 |Mutasi dan Promosi ASN Jumlah layanan promosi dan mutasi ASN 683.525.000,00 3 layanan 100,00 | 3layanan 644.734.442,00 | 94,32
Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah berkas usulan mutasi 10 berkas
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana 10.400.000,00 2 dokumen 100,00 |2 dokumen 10.400.000,00 | 100,00
dan mutasi ASN antar daerah
Pengelolaan Kenaikan Pangkat
Az:ge Olaan fenalkan Fangkat 1, lah pengelolaan kenaikan pangkat ASN 230.755.00000 | 670dokumen | 101,34 |679berkas |  221.880.049,00 | 96,15
Pengelolaan Promosi ASN Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN 442.370.000,00 2 dokumen 100,00 |2 dokumen 412.454.393,00 | 93,24
Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi JPT
Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi
Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan
10 |Pengembangan Kompetensi ASN k‘;mpet:nfi B N I 10 T 439.690.000,00 | 12 orang 10833 | 13orang |  300.626.409,00 | 68,37
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan . i
ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan 339.860.000,00 3orang 100,00 3orang 229.863.351,00 | 67,63
Pembinaan Jabatan Fungsional . -
ASN Jumlah ASN fungsional yang dibina 99.830.000,00 200 orang 148,00 | 296 orang 70.763.058,00 | 70,88
Penilaian dan Evaluasi Kinerja . o " T
11 Aparatur Jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya 449.962.500,00 | 3002 orang 100,00 | 2967 orang 407.870.974,00 | 90,65
Pelaksanaan Penilaian dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi
o . 80.160.000,00 | 2000 dokumen 148,35 967 dokume 71.070.827,00 | 88,66
Evaluasi Kinerja Aparatur kinerja aparatur
Evaluasi Hasil Penilaian dan Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan
vauasthast rential umiah doumen hast evaluast st pential 269.390.00000 | 4dokumen | 12500 |Sdokumen|  259.287.750,00 | 96,25
Evaluasi Kinerja Aparatur evaluasi kinerja aparatur
Pengelolaan Pemberian
8 ) . Jumlah ASN yang diberikan penghargaan 45.250.000,00 200 orang 14550 | 222 orang 39.548.637,00 | 87,40
Penghargaan Bagi Pegawai
Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan 8.100.000,00 10 orang 120,00 12 orang 8.011.350,00 | 98,91
Jumlah kegiatan 2 kali 2 kali
Pengelolaan Penyelesaian
Jumlah ki 15 ki 24k
Pelanggaran Disiplin ASN umian kasus asus asus
Jumlahl hasil lol lesai
umiah aporan hast pengelolaan penyelesaian 47.062.50000 |  1laporan 100,00 | 1 laporan 29.952.410,00 | 63,64

pelanggaran disiplin ASN
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I PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per £,098.466.050,00 P ma— 134,93 269%% 3.803.038.33400 | 92,79
SUMBER DAYA MANUSIA tahun
Pengembangan Kompetensi Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan
12 ) . 1.954.580.050,00 634 orang 100,00 | 634orang | 1.771.590.464,00 | 90,64
Teknis kompetensi teknis
Penyelenggaraan Pengembangan [Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 634 orang 100,00 | 634 orang 1.771.590.464,00 | 90,64
Kompetensi Teknis Umum, Inti,
dan pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum
Sertifikasi, Kelembagaan, Jumlah pegawai yang mengikuti sertifikasi dan
13 |Pengembangan Kompetensi 8 . X 2.143.886.000,00 168 orang 100,00 | 168orang | 2.031.447.870,00 | 94,76
. . pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
Manajerial dan Fungsional
Penyelenggaraan Pengembangan |Jumlah dokumen hasil pembinaan,koordinasi, fasilitasi, 2.143.886.000,00 3 dokumen 100,00 |3 dokumen | 2.031.447.870,00 | 94,76
Kompetensi Teknis Umum, Inti, |pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
dan pilihan bagi Jabatan sertifikasi, pengelolaan
Administrasi Penyelenggara kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi,
Urusan Pemerintahan Konkuren, [pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama
Perangkat Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum
Jumlah peserta diklat 168 orang 168 orang
JUMLAH 17.548.176.537,00 15.798.929.894,00 | 90,35

Jika dilihat pada tabel diatas pada tahun 2022 terdapat sub kegiatan yang capaian

output kegiatan tidak mencapai 100% adalah sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

dengan realisasi fisik 99,31%, target yang ditetapkan pada APBDP sebanyak
144 paket pengadaan pakaian dinas akan tetapi terealisasi 143 paket terdiri
dari pakaian KORPRI 44 paket, 50 paket batik, dan 49 paket PSR. Hal ini
dikarenakan terdapat 1 orang pensiun.

Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi
fisik 99% target yang ditetapkan pada APBDP sebanyak 100 orang untuk
mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan berupa Rapat
Koordinasi Kepegawaian dengan tema “ASN Berakhlak untuk Bontang Hebat
dan Beradab” yang dirangkaikan dengan Soft Launching Gerbang Jaya
(Gerakan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Aparatur) yang dilaksanakan
pada tanggal 27 Oktober 2022 terdapat 99 orang yang mengikuti kegiatan

tersebut terdiri dari 23 panitia dan 72 peserta.
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Tabel 3.17

Efisiensi Anggaran

Tahun | Anggaran dan Belanja |  Realisasi(Rp) | NilaiEfisensi (Rp) | % APBD Jumlah Program Kegiatan yang dialokasikan Total Program/Kegiatan
(Rp)
Belanja Operasi(Rp) | Belanja Modal (Rp) Program Kegiatan | Sub Kegiatan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan
01 16.152.427.621,00 | 14.942.283.862,00 | 1.210.143.759,00| 7,49 13.304.394.896,00 | 1.637.888.954,00 3 1 3 3 1 3
00 17.548.176.537,00 | 15.798.929.894,00 | 1.749.246.64300| 997 14.989.066.854,00 809.863.040,00 3 3 3% 3 3 35

Jika dilihat pada tabel diatas terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,97% dengan

jumlah program kegiatan yang dialokasikan sebanyak 3 program, 13 kegiatan dan 34

sub kegiatan, nilai efisensi tersebut lebih besar dari pada nilai tahun sebelumnya

sebesar 7,49% dengan progam kegiatan yang dialokasikan sebanyak 3 program, 12

kegiatan dan 31 sub kegiatan

H. Penghargaan

Berdasarkan pencapaian kinerja di tahun 2022 maka Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh beberapa penghargaan baik di

tingkat nasional, regional dan kota sebagai berikut:
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Tabel 3.18
Penghargaan Tahun 2022

1 |Tata Kelola Manajemen ASN sesuai dengan 18 Mei 2022 Juara 2 Regional Kanreg VI
NSPK WILAYAH KERJA KANTOR Kalimantan BKN
REGIONAL VIl BKN
2 |Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit 18 Juli 2022 Kategori Nasional KASN
Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Baik
3 |BKN Award dengan kategori Implementasi 25 Agustus 2022 Kategori Nasional Badan
Manajemen ASN Terbaik Terbaik Kepegawaia
n Negara
(BKN)
4 |BKN Award dengan kategori Penilaian 25 Agustus 2022 Kategori Nasional Badan
Kompetensi yang diterima pada tanggal 25 Terbaik Kepegawaia
Agustus 2022 n Negara
(BKN)
5 |Good Archival Governance Awards (GAGAS) 11 Oktober 2022 Juara 1 Kota Wali Kota
Bontang
6 |Akuntabilitas kinerja Tahun 2021 19 Juli 2022 Predikat A Kota Wali Kota
Bontang
7 |Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Tuesday, 29 November 2022 Nilai A Kota Walli Kota -
Pemerintah Kota Bontang Predikat Bontang 7/ . -
Sangat Baik \ PIAGAM :EANG‘I:LARGAAN
BADAN KEP! AN
8 |Wajib Pajak Instansi Pemerintah Patuh Wednesday, 25 January 2023 - Kota Kepala KPP
Tahun 2022 Pratama
Kota
Bontang
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemrintah (LKJiP) Badan Kepegawaian dan
Pengembagan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Tahun 2022 merupakan
pertanggunjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance). Selain itu, penyusunan LKJiP ini merupakan langakah yang biak dalam
memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua

pihak.

Pada laporan kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja BKPSDM Kota
Bontang dan evaluasi terhadap kienrja yang telah dicapai baik berupa kienrja
kegaitan, kienrja program maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja

yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2021-2026 menetapkan sebanyak 2 sasaran dan 2 indikator, akan tetapi hanya
1 sasaran dengan 1 indikator yang diperjanjikan di Perjanjian Kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dikarenakan merupakan
indicator kinerja utama sedangkan 1 sasaran dan 1 indikator lainnya merupakan
sasaran penunjang. Target indicator Indeks Sistem Merit adalah 0,61 dengan realisasi

sebesar 0,65 sehingga capaiannya adalah sebesar 106,56%.

Dalam mencapai target kinerja perangkat daerah diperlukan anggaran yang
bersumber pada APBD Kota Bontang Tahun 2022, Pagu Anggaran yang tertuang
dalam DPPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun
2022 dan diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebesar
Rp. 17. 548.176,537 dengan realisasi sebesar Rp. 15.798.929.894,00 dengan

capaian sebesar 90,03%

Anggaran dengan capaian sebesar 90,03% dan capaian kinerja sebesar
106,56% maka tingkat efisiensi adalah sebesar 16,53%. Maka dapat disimpulkan

bahwa capaian Indeks Sistem Merit telah sesuai dengan yang telah diperjanjiakan di
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tahun 2022. Langkah kedepannya diperlukan upaya dan strategi untuk terus
meningkatkan sindeks Sistem Merit sehingga target akhir Renstra dapat dicapai.
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